
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG 

 NOMOR : 39 TAHUN 2014 
 TANGGAL : 2 Juli 2014 

 TENTANG : TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN 
PENYUSUNAN LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN 

PENDAPATAN DAERAH SERTA 
PENYAMPAIANNYA 

 
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN DAERAH SERTA PENYAMPAIANNYA 

 
1.A.  BENDAHARA PENERIMAAN SKPD 

1.  PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN 

Bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran sejumlah uang 

yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah dan/atau 
Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan/atau dokumen lain yang 
dipersamakan dengan SKP/sKR dari wajib pajak dan/atau wajib 

retribusi dan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya. 
Bendahara penerimaan SKPD mempunyai kewajiban untuk 
melakukan pemeriksaaan kesesuaian antara jumlah uang dengan 

jumlah yang telah ditetapkan. 

Bendahara penerimaan SKPD kemudian membuat Surat Tanda Bukti 

Pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan kepada wajib 
pajak/wajib retribusi. 

Setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara penerimaan SKPD 
harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) 

hari kerja berikutnya dengan menggunakan formulir Surat Tanda 
Setoran (STS). 

Format dokumen Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah, Surat 
Ketetapan Retribusi (SKR) dan Surat Tanda Setoran (STS) dibuat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 
 

2. PEMBUKUAN PENERIMAAN PENDAPATAN 

Pembukuan pendapatan oleh bendahara penerimaan menggunakan 

Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan. 

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan 

menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan 
antara lain: 

1. Surat Tanda Bukti Pembayaran  

2. Nota Kredit  

3. Bukti Penerimaan Yang Sah, dan  

4. Surat Tanda Setoran  

Daftar STS yang dibuat oleh bendahara penerimaan 
didokumentasikan dalam Register STS. 

Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 (tiga) prosedur, 
antara lain:  

a. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai. 

b. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui rekening 
bendahara penerimaan. 

c. Pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui Kas Umum 
Daerah. 

Bagian ini akan menjelaskan tata cara pembukuan atas ketiga 
prosedur tersebut. 
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PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 

BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN 

BENDAHARA PENERIMAAN 
SKPD : ............ 

Periode : ............ 
 

No. 

Penerimaan Penyetoran 

Ket. 
Tgl. No. Bukti 

Cara 
Pembayaran 

Kode 
Rekening 

Uraian Jumlah Tgl. 
No. 
STS 

Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

 
Jumlah Penerimaan :  ................. 
Jumlah yang disetorkan :  ................. 

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan  : ................. 
Terdiri atas: 

a. Tunai sebesar ................. 
b. Bank sebesar  ................. 
c. Lainnya ........................... 

 
 Mengetahui/Menyetujui:  ........., tanggal ............... 
   Pengguna Anggaran   Bendahara Penerimaan 

 (Tanda Tangan)       (Tanda Tangan) 

   (Nama Jelas)      (Nama Jelas)   

   NIP.     NIP.  
 
Cara Pengisian: 

1. Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, nama SKPD yang 
bersangkutan dan Periode 

2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
3. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan 
4. Kolom 3 diisi dengan nomor bukti penerimaan 

5. Kolom 4 diisi dengan cara pembayaran: melalui kas bendahara 
penerimaan, bank, atau melalui kas umum daerah 

6. Kolom 5 diisi dengan detail kode rekening pendapatan asli daerah 

7. Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan sesuai dengan kode rekening 
8. Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan asli daerah 

9. Kolom 8 diisi dengan tanggal penyetoran 
10. Kolom 9 diisi dengan Nomor STS 
11. Kolom 10 diisi dengan jumlah uang yang disetor 

12. Kolom 11 diisi dengan Keterangan jika diperlukan 
13. Jumlah penerimaan diisi dengan total jumlah pendapatan selama 1 bulan* 

14. Jumlah disetorkan adalah jumlah total penyetoran pendapatan selama 1 
bulan* 

15. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan diisi dengan sisa kas yang masih di 

pegang oleh bendahara penerimaan baik dalam bentuk kas tunai, 
simpanan di bank, ataupunlainnya* 

16. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan 

Pengguna Anggaran disertai nama jelas* 

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan 

penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 
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PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 

REGISTER STS 

SKPD ........... 
TAHUN ANGGARAN 

 
Bendahara Penerimaan :  ............ 
 

No. 
No. 
STS 

Tanggal 
Kode 

Rekening 
Uraian Jumlah Penyetor Ket. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 
 

       

 
 Mengetahui/Menyetujui:  ........., tanggal ............... 
   Pengguna Anggaran  Bendahara Penerimaan 

   (Tanda Tangan)      (Tanda Tangan) 

 (Nama Jelas)       (Nama Jelas)   

 NIP.  NIP.  
 
Cara Pengisian: 

1. Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, nama SKPD yang 
bersangkutan, tahun anggaran dan Nama Bendahara Penerimaan 

2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 

3. Kolom 2 diisi dengan nomor STS 
4. Kolom 3 diisi dengan tanggal STS 

5. Kolom 4 diisi Kode Rekening pendapatan yang disetorkan ke rekening Kas 
Umum Daerah. Dalam satu STS bisa terdiri dari beberapa pendapatan. 

6. Kolom 5 diisi dengan uraian pendapatan 

7. Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetorkan 
8. Kolom 7 diisi dengan nama penyetor 

9. Kolom 8 diisi dengan Keterangan jika diperlukan 
10. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan 

Pengguna Anggaran disertai nama jelas* 

* Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan 
penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 

 

a. Pembukuan atas Pendapatan Secara Tunai 

Proses pencatatan yang dilakukan dimulai dari saat bendahara penerimaan 
menerima pembayaran tunai dari wajib pajak atau wajib retribusi. Apabila 

pembayaran menggunakan cek/giro, maka pencatatan dilakukan ketika 
cek tersebut diuangkan bukan pada saat cek tersebut diterima. 
Selanjutnya pencatatan dilakukan pada saat bendahara penerimaan 

menyetorkan pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah. 

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara 
Penerimaan pada saat penerimaan dan pada saat penyetoran.  

Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan tunai adalah sebagai 
berikut: 

1. Berdasarkan Bukti Penerimaan/Bukti Lain Yang Sah, bendahara 
penerimaan mengisi Buku Penerimaan dan Penyetoran pada bagian 

penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti. Setelah itu 
bendahara penerimaan mengisi kolom cara pembayaran dengan 

pembayaran tunai.  



11 

 

 

 
2. Kemudian bendahara penerimaan mengidentifikasi jenis dan kode 

rekening pendapatan. Lalu bendahara penerimaan mengisi kolom kode 

rekening. 

3. Bendahara penerimaan mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah. 

 
Langkah-langkah pembukuan pada saat penyetoran adalah sebagai 
berikut:  

1. Bendahara penerimaan membuat STS dan melakukan penyetoran 
pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah.  

2. Bendahara penerimaan mencatat penyetoran ke kas umum daerah 

pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan pada 
bagian penyetoran kolom Tanggal, No. STS dan Jumlah Penyetoran. 

Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara 
Penerimaan, bendahara penerimaan mengisi register STS. 
Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan 

Penerimaan dan Penyetoran atas Penerimaan Secara Tunai 
 

A.1. Pencatatan Penerimaan Tunai 

 Uraian Bendahara Penerimaan 

 

 
 
 

1. Bendahara penerimaan 
menyiapkan Surat Tanda Bukti 
Pembaaayaran/Bukti Lain Yang 

Sah 
 

 
 
 

2. Berdasarkan Dokumen Bukti 
Pembayaran/Bukti Lain Yang Sah 
Tersebut, Bendahara Penerimaan 

melakukan Pengisian Buku 
Penerimaan dan Penyetoran 

Bendahara Penerimaan pada 
bagian penerimaan. Kolom yang 
diisi ialah no. bukti, tanggal 

transaksi, cara pembayaran, kode 
rekening, uraian dan jumlah. 

 
 

3. Hasil dari penatausahaan ini 

adalah buku penerimaan dan 
penyetoran Bendahara 
Penerimaan yang sudah terupdate 
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A.2. Pencatatan atas Penyetoran Penerimaan Tunai 

 Uraian Bendahara Penerimaan 

 
 
 

 
 

 
1. Bendahara penerimaan menyiapkan 

bukti surat tanda setoran ke rekening 

kas umum daerah.  
 

 
 
2. Berdasarkan STS tersebut, Bendahara 

Penerimaan mengisi Buku Penerimaan 
dan Penyetoran Bendahara 
Penerimaan pada bagian Penyetoran 

Kolom Tanggal, No. STS dan Jumlah 
Penyetoran 

 
 
3. Kemudian Bendahara Penerimaan 

mengisi register STS 
 
 

 
4. Hasil dari penatausahaan ini adalah 

Buku Penerimaan dan Penyetoran 
Bendahara Penerimaan dan register 
STS yang sudah ter update 

 
 

 
 

 

 

b. Pembukuan atas Pendapatan Melalui Rekening Bank Bendahara 
Penerimaan  

Wajib pajak/wajib retribusi dapat melakukan pembayaran melalui rekening 
bendahara penerimaan. Dalam kondisi tersebut, pencatatan dilakukan saat 

bendahara penerimaan menerima informasi dari bank mengenai adanya 
penerimaan pendapatan pada rekening bendahara penerimaan hingga 

penyetoran nya. 

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara 

Penerimaan pada saat penerimaan dan pada saat penyetoran. 

1. Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang diterima di 

rekening bank bendahara penerimaan adalah sebagai berikut: 

2. Bendahara penerimaan menerima pemberitahuan dari bank 

(pemberitahuan tergantung dari mekanisme yang digunakan) mengenai 
adanya penerimaan di rekening bendahara penerimaan.  

3. Berdasarkan info tersebut dan info pembayaran dari wajib 
pajak/retribusi (bisa berupa slip setoran atau bukti lain yang sah), 

bendahara penerimaan melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas 
penerimaan tersebut.  
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4. Setelah melakukan verifikasi dan mengetahui asal penerimaan, 

bendahara penerimaan mencatat penerimaan di Buku Penerimaan dan 

Penyetoran pada bagian penerimaan kolom no. Bukti, kolom tanggal 
dan kolom cara pembayaran. Pada kolom cara pembayaran diisi dengan 

pembayaran melalui rekening bendahara penerimaan.  

5. Kemudian bendahara penerimaan mengisi kolom kode rekening sesuai 

dengan jenis pendapatan yang diterima. Setelah itu bendahara mengisi 
kolom jumlah sesuai dengan jumlah penerimaan yang didapat. 

Langkah-langkah dalam membukukan penyetoran ke rekening kas umum 

daerah atas penerimaan pendapatan melalui rekening bank bendahara 

penerimaan adalah sebagai berikut: 

1. Bendahara penerimaan membuat STS dan melakukan penyetoran 

pendapatan yang diterimanya dengan cara transfer melalui rekening 
bank bendahara penerimaan ke rekening kas umum daerah.  

2. Bendahara penerimaan mencatat penyetoran ke kas umum daerah 

pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan pada 
bagian penyetoran pada kolom Tanggal, No. STS dan Jumlah 

Penyetoran. 

Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara 

Penerimaan, bendahara penerimaan mengisi register STS. 

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan 

Penerimaan dan Penyetoran atas Penerimaan melalui rekening bendahara 
penerimaan. 

 

B.1. Pembukuan Penerimaan Melalui Rekening Bank Bendahara 

Penerimaan 

 
Uraian 

Bendahara 

Penerimaan 

 

 
 
 

 
 

1. Bendahara penerimaan menyiapkan nota 
kredit/informasi lainnya mengenai adanya 
penerimaan di rekening bank bendahara 

penerimaan 
 
 

 
2. Bendahara Penerimaan melakukan pengisian 

Buku Penerimaan dan Penyetoran pada 
bagian Penerimaan.  

 

 
 

3. Hasil dari penatausahaan ini adalah Buku 
Penerimaan dan Penyetoran yang sudah 
terupdate 
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B.2. Penyetoran Penerimaan di Rekening Bendahara Penerimaan ke Kas 

Umum Daerah 

 Uraian Bendahara Penerimaan 

 

 
 
 

 
1. Bendahara penerimaan menyiapkan 

bukti surat tanda setoran ke rekening 

kas umum daerah dan nota kredit yang 
dikeluarkan oleh bank 

 
 
2. Berdasarkan STS dan nota kredit 

tersebut, bendahara penerimaan 
mengisi Buku Penerimaan dan 
Penyetoran pada bagian Penyetoran 

 
 

3. Kemudian bendahara penerimaan 
mengisi Buku Register STS 

 

 
4. Hasil dari penatausahaan ini adalah 

Buku Penerimaan dan Penyetoran serta 
Register STS yang sudah terupdate 

 

 
 
 

 

 
c. Pembukuan atas Pendapatan Melalui Rekening Kas Umum Daerah 

Wajib pajak/wajib retribusi dapat melakukan pembayaran secara langsung 
melalui rekening kas umum daerah. Pencatatan dilakukan saat bendahara 

penerimaan menerima informasi BUD mengenai adanya penerimaan 
pendapatan pada rekening kas umum daerah. 

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara 
Penerimaan. 

Langkah-langkah dalam membukukan penerimaan yang diterima langsung 
di rekening bank Kas Umum Daerah adalah sebagai berikut: 

1. Bendahara penerimaan menerima slip setoran/bukti lain yang sah dari 

wajib pajak/retribusi atas pembayaran yang mereka lakukan ke kas 
umum daerah. 

2. Berdasarkan slip setoran/bukti lainnya, bendahara penerimaan 

mencatat penerimaan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran pada 
bagian penerimaan. 

3. Lalu berdasarkan slip setoran/bukti lainnya, bendahara penerimaan 

juga mencatat penyetoran pada Buku Penerimaan dan Penyetoran pada 
bagian penyetoran. 

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan 

Penerimaan dan Penyetoran pendapatan melalui rekening kas umum 
daerah. 
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C. Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah 

 Uraian Bendahara Penerimaan 

 
 
 

 
 

1. Bendahara Penerimaan menerima slip 
setoran/bukti lain yang sah dari 
penyetoran melalui rekening kas umum 

daerah 
 

 
2. Berdasarkan slip setoran/bukti lain yang 

sah Bendahara Penerimaan mencatat 

penerimaan di Rekening kas umum 
daerah itu pada Buku Penerimaan dan 
Penyetoran pada bagian Penerimaan 

 
 

3. Berdasarkan slip setoran/bukti lain yang 
sah ini juga Bendahara Penerimaan 
mencatat penyetoran ke Rekening kas 

umum daerah itu pada Buku Penerimaan 
dan Penyetoran pada bagian Penyetoran 

 

 
4. Hasil akhir dari proses ini adalah  Buku 

Penerimaan dan Penyetoran yang sudah 
terupdate 

 

 

 

 

 
3. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA 

A. Pertanggungjawaban Administratif 

Bendahara penerimaan SKPD wajib mempertanggung-jawabkan 
pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya secara 

administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD 
paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. 

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara penerimaan 

merupakan penggabungan dengan LPJ bendahara penerimaan 
pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi 

penerimaan, penyetoran dan saldo kas yang ada di bendahara. 
LPJ tersebut dilampiri dengan: 

a. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada 

akhir bulan berkenaan 

b. Register STS 

c. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap 

d. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu 
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Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian pertang-
gungjawaban bendahara penerimaan SKPD adalah sebagai 

berikut: 

1. Bendahara penerimaan menerima pertanggungjawaban yang 

dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu paling lambat 
tanggal 5 bulan berikutnya. 

2. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan 

analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan 
oleh bendahara penerimaan pembantu.  

3. Bendahara penerimaan menggunakan data pertanggung-

jawaban bendahara penerimaan pembantu yang telah 
diverifikasi dalam proses pembuatan laporan 

pertanggungjawaban bendahara penerimaan yang merupakan 
gabungan dengan laporan pertanggung-jawaban bendahara 
pembantu. 

4. Bendahara penerimaan memberikan Laporan 
Pertanggungjawaban kepada PA/KPA melalui PPK SKPD.  

5. Atas Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh bendahara 
penerimaan, maka PPK SKPD akan melakukan verifikasi 
kebenaran terhadap Laporan Pertanggungjawaban tersebut.  

6. Apabila disetujui, maka Pengguna Anggaran akan 
menandatangani Laporan Pertanggungjawaban (administratif) 
sebagai bentuk pengesahan. 

Pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun 
anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan 

tersebut. 

Format dokumen pertanggungjawaban adalah sebagai berikut: 
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LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF 

BENDAHARA PENERIMAAN 
 

SKPD  : 
PERIODE  : 

A.  Penerimaan    Rp. .............. 

1. Tunai melalui bendahara penerimaan.   Rp. ............. 

2. Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu  Rp. ............. 

3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan  Rp. ............. 

4. Melalui ke rekening kas umum daerah   Rp. ............. 

B. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3) Rp. ............. 

C. Jumlah penyetoran    Rp. ............. 

D. Saldo Kas di Bendahara    Rp. ............. 

1. Bendahara Penerimaan       Rp. ............. 

2. Bendahara Penerimaan Pembantu ......   Rp. ............. 

3. Bendahara Penerimaan Pembantu ......   Rp. ............. 

4. dst ......      Rp. ............. 

 
 

Menyetujui:   ........., tanggal ............... 
   Pengguna Anggaran     Bendahara Penerimaan 

      (Tanda Tangan)          (Tanda Tangan) 

       (Nama Jelas)            (Nama Jelas)  

NIP.      NIP. 

 

B. Pertanggungjawaban Fungsional  

Bendahara penerimaan SKPD juga menyampaikan 

pertanggungjawaban secara fungsional kepada PPKD paling 
lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya menggunakan format 
LPJ yang sama dengan pertanggungjawaban administratif. LPJ 

fungsional ini dilampiri dengan:  

a. Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah ditutup pada 

akhir bulan berkenaan 

b. Register STS 

c. Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu 

Langkah-langkah penyusunan dan penyampaian 
pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD adalah 

sebagai berikut: 

1. Bendahara penerimaan menerima pertanggung-jawaban yang 
dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu paling lambat 

tanggal 5 bulan berikutnya. 
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2. Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan 

analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan 

oleh bendahara penerimaan pembantu.  

3. Bendahara penerimaan menggunakan data pertanggung-

jawaban bendahara penerimaan pembantu yang telah 
diverifikasi dalam proses pembuatan laporan pertanggung-
jawaban bendahara penerimaan yang merupakan gabungan 

dengan laporan pertanggungjawaban bendahara pembantu.  

4. Bendahara dapat menyempurnakan laporannya apabila 
terdapat masukan dari PPK SKPD ketika melakukan verifikasi 

atas pertanggungjawaban administratif.  

5. Bendahara penerimaan menyerahkan 1 (satu) lembar laporan 

pertanggungjawaban kepada PPKD sebagai bentuk 
pertanggungjawaban fungsional paling lambat tanggal 10 
bulan berikutnya.  

6. PPKD kemudian melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis 
dalam rangka rekonsiliasi pendapatan. 

Pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun 
anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan 
tersebut. 

 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL 

BENDAHARA PENERIMAAN 

 
SKPD : 

PERIODE  : 
 
A.  Penerimaan    Rp. ............. 

1. Tunai melalui bendahara penerimaan.   Rp. ............. 

2. Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu  Rp. ............. 

3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan  Rp. ............. 

4. Melalui ke rekening kas umum daerah   Rp. ............. 

 
B. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3) Rp. ............. 
 

C. Jumlah penyetoran    Rp. ............. 
 

D. Saldo Kas di Bendahara    Rp. ............. 

1. Bendahara Penerimaan       Rp. ............. 

2. Bendahara Penerimaan Pembantu ......   Rp. ............. 

3. Bendahara Penerimaan Pembantu ......   Rp. ............. 

4. dst ......      Rp. ............. 

 
 

Mengetahui:   ........., tanggal ............... 
   Pengguna Anggaran     Bendahara Penerimaan 
 

      (Tanda Tangan)          (Tanda Tangan) 
 
       (Nama Jelas)            (Nama Jelas)  

NIP. NIP. 
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3. Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 

 
Uraian PPKD 

Pengguna 
Anggaran 

PPK SKPD 
Bendahara 
Penerimaan 

Bendahara 
Penerimaan 
Pembantu 

1. Berdasarkan Pertanggung 
jawaban bendahara 
penerimaan pembantu, 
Buku Penerimaan dan 
Penyetoran yang telah 
ditutup pada akhir bulan 
serta Register STS, 
bendahara penerimaan 
membuat Pertanggung 
jawaban Bendahara 
Penerimaan 

 
 
2. Bendahara penerimaan 

menyerahkan Pertanggung 
jawaban bendahara 
penerimaan ke Pengguna 
Anggaran melalui PPK 
SKPD. 

 
 
 
 
3. PPK SKPD melakukan 

verifikasi atas Pertang-
gungjawaban yang di-
sampaikan dan kemudian 
memberikan kpd Peng-guna 
Anggaran untuk diotorisasi 

 
 
4. Bendahara Penerimaan 

menyerahkan 
pertanggungjawban 
fungsional kepada PPKD 

 

     
  
 
 

 

 

1.B. BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SKPD 
 

A. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PENDAPATAN 

Bendahara penerimaan pembantu SKPD menerima pembayaran 
sejumlah uang yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah 
dan/atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan/atau dokumen lain 

yang dipersamakan dengan SKP/SKR dari wajib pajak dan/atau wajib 
retribusi dan/atau pihak ketiga yang berada dalam pengurusannya. 

Bendahara penerimaan pembantu SKPD mempunyai kewajiban untuk 
melakukan pemeriksaaan kesesuaian antara jumlah uang dengan 
jumlah yang telah ditetapkan. 

Bendahara penerimaan pembantu SKPD kemudian membuat Surat 
Tanda Bukti Pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan kepada 

wajib pajak/wajib retribusi. 

Setiap penerimaan yang diterima oleh bendahara penerimaan 
pembantu SKPD harus disetor ke rekening kas umum daerah paling 

lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan menggunakan formulir 
Surat Tanda Setoran (STS). 
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Format dokumen Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah, Surat 
Ketetapan Retribusi (SKR) dan Surat Tanda Setoran (STS) dibuat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.  

Format dokumen Surat Ketetapan Pajak (SKP) daerah, Surat 

Ketetapan Retribusi (SKR) dan Surat Tanda Setoran (STS) dibuat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

 

B. PEMBUKUAN PENDAPATAN 

Pembukuan pendapatan oleh bendahara penerimaan pembantu 

menggunakan Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara 
Penerimaan Pembantu. 

Dalam melakukan pembukuan tersebut, bendahara penerimaan 
pembantu menggunakan dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar 

pencatatan antara lain: 

1. Surat Tanda Bukti Pembayaran 

2. Bukti Penerimaan Yang Sah, dan 

3. Surat Tanda Setoran 

Daftar STS yang dibuat oleh bendahara penerimaan pembantu 

didokumentasikan dalam Register STS . 

Khusus bendahara penerimaan pembantu ada satu prosedur 

pembukuan penerimaan dan cara pembayaran yang dilakukan oleh 
wajib pajak atau wajib retribusi. Prosedur tersebut adalah pembukuan 

atas pendapatan yang dilakukan secara tunai. 
 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...... 
BUKU PENERIMAAN/PENYETORAN 

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU 
 
SKPD : ............ 
Periode : ............ 

 

No. 

Penerimaan Penyetoran 

Ket. 
Tgl. No.Bukti 

Cara 

Pembayaran 

Kode 

Rekening 
Uraian Jumlah Tgl. No.STS Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

Jumlah Penerimaan   :  ................. 

Jumlah yang disetorkan   :  ................. 

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan : ................. 

Terdiri atas: 

a. Tunai sebesar .................. 

b. Bank sebesar  .................. 

c. Lainnya ........................... 
 
 Mengetahui:   ........., tanggal ............... 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran     Bendahara Penerimaan Pembantu 

 (Tanda Tangan)     (Tanda Tangan) 

 (Nama Jelas)   (Nama Jelas)   
 NIP.    NIP. 
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Cara Pengisian: 
1. Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, nama SKPD yang 

bersangkutan dan tahun anggaran  
2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut  
3. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan  
4. Kolom 3 diisi dengan nomor bukti penerimaan  
5. Kolom 4 diisi dengan cara pembayaran melalui kas bendahara penerimaan 

pembantu. 
6. Kolom 5 diisi dengan detail kode rekening pendapatan asli daerah  
7. Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan  
8. Kolom 7 diisi dengan jumlah penerimaan asli daerah  
9. Kolom 8 diisi dengan tanggal penyetoran  
10. Kolom 9 diisi dengan Nomor STS  
11. Kolom 10 diisi dengan jumlah uang yang disetor  
12. Kolom 11 diisi dengan Keterangan jika diperlukan 
13. Jumlah penerimaan diisi dengan total jumlah penerimaan pendapatan selama 1 

bulan*  
14. Jumlah disetorkan adalah total jumlah penyetoran pendapatan selama 1 bulan*  
15. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Pembantu diisi dengan sisa kas yang masih di 

pegang oleh bendahara penerimaan pembantu baik dalam bentuk kas tunai, 
tabungan ataupun lainnya*  

16. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan 
diketahui PA/KPA disertai nama jelas* 
 

*  Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu. 

 
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .... 

REGISTER STS 
SKPD ........... 

TAHUN ANGGARAN .................. 
 

Bendahara Peneriman Pembantu : ............... 
 

No. No. STS Tanggal 
Kode 

Rekening 
Uraian Jumlah Penyetor Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
 
 
 
 
 

       

 
 

Mengetahui:                  ........., tanggal ............... 
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran      Bendahara Penerimaan Pembantu 

 
 (Tanda Tangan)      (Tanda Tangan) 
 
 (Nama Jelas)     (Nama Jelas)   
 NIP.    NIP. 
 
 
Cara Pengisian: 
1. Judul diisi dengan nama PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, nama SKPD yang 

bersangkutan dan tahun anggaran dan Nama Bendahara Penerimaan Pembantu 
2. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 
3. Kolom 2 diisi dengan nomor STS  
4. Kolom 3 diisi dengan tanggal STS  
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5. Kolom 4 diisi Kode Rekening pendapatan yang disetorkan ke kasda. Dalam satu 

STS bisa terdiri dari beberapa pendapatan  
6. Kolom 5 diisi uraian pendapatan  
7. Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetorkan  
8. Kolom 7 diisi dengan nama penyetor  
9. Kolom 8 diisi Keterangan jika diperlukan  
10. Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dan di 

ketahui PA/KPA disertai nama jelas* 
 

*  Diisi hanya pada saat penutupan di akhir bulan untuk keperluan penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu 

 

Proses pencatatan yang dilakukan dimulai dari saat bendahara penerimaan 

pembantu menerima pembayaran tunai dari wajib pajak atau wajib retribusi. 
Apabila pembayaran menggunakan cek/giro, maka pencatatan dilakukan 
ketika cek tersebut diuangkan bukan pada saat cek tersebut diterima. 

Sedangkan pencatatan transaksi penyetoran dilakukan pada saat bendahara 
penerimaan pembantu menyetorkan pendapatan yang diterimanya ke rekening 

kas umum daerah. 

Pencatatan dilakukan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara 
Penerimaan pada saat penerimaan dan pada saat penyetoran. 

Langkah-langkah pembukuan pada saat penerimaan tunai adalah sebagai 
berikut: 

1. Berdasarkan Bukti Penerimaan/Bukti Lain Yang Sah, bendahara 

penerimaan pembantu mengisi Buku Penerimaan dan Penyetoran pada 
bagian penerimaan kolom tanggal dan kolom nomor bukti. Setelah itu 

Bendahara penerimaan pembantu mengisi kolom cara pembayaran dengan 
pembayaran tunai.  

2. Kemudian bendahara penerimaan pembantu mengidentifikasi jenis dan 

kode rekening pendapatan. Lalu bendahara penerimaan pembantu mengisi 
kolom kode rekening.  

3. Bendahara penerimaan pembantu mencatat nilai transaksi pada kolom 
jumlah. 

Langkah-langkah pembukuan pada saat penyetoran adalah sebagai berikut: 

1. Bendahara penerimaan pembantu membuat STS dan melakukan 
penyetoran pendapatan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah.  

2. Bendahara penerimaan pembantu mencatat penyetoran ke kas umum 

daerah pada buku penerimaan dan penyetoran bendahara penerimaan 
pembantu pada bagian penyetoran kolom Tanggal, No. STS dan Jumlah 

Penyetoran.  

Selain pembukuan pada Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara 
Penerimaan, bendahara penerimaan mengisi register STS.  

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses Pembukuan 
Penerimaan dan Penyetoran atas Penerimaan Secara Tunai 
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2.1. Pembukuan atas Penerimaan Tunai 

 
Uraian 

Bendahara Penerimaan 
Pembantu 

 
 

 
 

 
1. Bendahara penerimaan pembantu 

menyiapkan Surat Tanda Bukti 
Pembayaran/Bukti Lain yang Sah 

 
 

2. Berdasarkan Surat Tanda Bukti 
Pembayaran/Bukti Lain Yang Sah tersebut, 

Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan 
pengisian Buku Penerimaan/Penyetoran 

Bendahara Penerimaan pada bagian 
penerimaan. Kolom yang diisi ialah no. Bukti, 
tanggal transaksi, cara pembayaran, kode 

rekening, uraian dan jumlah. 
 

3. Hasil dari penatausahaan ini adalah Buku 
Penerimaan dan Penyetoran Bendahara 

Penerimaan Pembantu yang sudah terupdate 
 

 

 

 

2.2 Pembukuan atas Penyetoran Penerimaan Tunai 

 
Uraian 

Bendahara Penerimaan 
Pembantu 

 
 
 

 
 
1. Bendahara penerimaan pembantu 

menyiapkan Surat Tanda Bukti 
Pembayaran/Bukti Lain yang Sah 

 
 

2. Berdasarkan STS dan nota kredit, bendahara 
penerimaan pembantu mengisi Buku 

Penerimaan dan Penyetoran Bendahara 
Penerimaan pada Bagian Penyetoran Kolom 

Tanggal, No. STS dan jumlah Penyetoran 
 

3. Kemudian bendahara penerimaan pembantu 
mengisi register STS 

 
 

4. Hasil dari penatausahaan ini adalah Buku 
Penerimaan dan Penyetoran Bendahara 

Penerimaan Pembantu dan register SPP yang 
sudah terupdate 
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C. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYAMPAIANNYA 

Bendahara penerimaan pembantu SKPD menyampaikan 

pertanggungjawaban kepada bendahara penerimaan paling lambat 
pada tanggal 5 bulan berikutnya. Pertanggungjawaban ini berupa 

Buku Penerimaan dan Penyetoran yang telah dilakukan penutupan 
pada akhir bulan, dilampiri dengan: 

a. Register STS  

b. Bukti penerimaan yang sah dan lengkap 
 

Pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu pada bulan 

terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 5 hari kerja 
sebelum hari kerja terakhir bulan tersebut. 

Langkah-langkah dalam membuat dan menyampaikan 
pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu adalah sebagai 
berikut: 

1. Bendahara penerimaan pembantu melakukan penutupan Buku 
Penerimaan dan Penyetoran, melakukan perhitungan total 

penerimaan, total penyetoran dan sisa kas yang dipegang olehnya. 

2. Bendahara penerimaan pembantu menyiapkan register STS dan 
bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.  

3. Bendahara penerimaan pembantu menyampaikan Buku 
Penerimaan dan Penyetoran yang telah dilakukan penutupan 
dilampiri dengan Register STS dan bukti penerimaan yang sah dan 

lengkap kepada bendahara penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 
5 bulan berikutnya. 

Berikut adalah bagan alir yang menggambarkan proses penyusunan 
dan penyampaian pertanggungjawaban bendahara penerimaan 
pembantu SKPD. 
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3. Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu 

 

Uraian PPKD 
Pengguna 
Anggaran 

PPK 
SKPD 

Bendahara 
Penerimaan 

Bendahara 
Penerimaan 
Pembantu 

 1. Berdasarkan Buku Pene-
rimaan dan Penyetoran 
yang telah ditutup pada 
akhir bulan, Register STS 
dan bukti-bukti 
pengeluaran yang sah, 
bendahara penerimaan 
pembantu membuat SPJ 
Bendahara Penerimaan 
Pembantu 

 
 
2. Bendahara penerimaan 

pembantu memberikan 
Pertanggung jawaban 
penerimaannya ke 
bendahara penerimaan 
paling lambat tanggal 5 
bulan berikutnya.  

 
 
3. Bendahara penerimaan 

melakukan proses 
verifikasi, evaluasi dan 
analisis 

 
 

4. Pertanggungjawaban 
bendahara penerimaan 
pembantu akan 
dijadikan dokumen 
dalam melakukan 
pertanggungjawaban di 
bendahara penerimaan 

 

    
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
BUPATI BANDUNG, 

 
 

TTD 

 
DADANG M. NASER  
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